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ABSTRAKSI 

WIDHA ANGGA MAYRINA. 0410113192. UPAYA PEGADAIAN DALAM 
PENYELESAIAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN (KUP) 
BERMASALAH MELALUI JASA PT. ASKRINDO. 
(Studi pada Kantor PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, 
Madura) 
Dosen Pembimbing Utama : Mudayati P. Sumarman S.H., C.N., Dosen 
Pembimbing pendamping : Adum Dasuki S.H.,M.S.  
 
 Persaingan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin 
tajam. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung 
lama dalam usaha perkreditan berusaha untuk terus bersaing memperebutkan 
pasar yang cukup menjanjikan. Bentuk kredit yang relevan untuk maksud tersebut 
adalah Kredit kelayakan Usaha Pegadaian (KUP) dengan pola penjaminan fidusia, 
atau yang biasa disebut dengan KREASI, dimana kredit diberikan kepada 
pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara 
barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaannya. Namun dalam 
KREASI, barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaan debitur, 
maka beberapa permasalahan baru akan timbul. Dalam lingkungan pekerjaan atau 
bisnis, usaha mengatasi resiko dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu 
cara adalah melalui ”Asuransi”. Maka dari itu, jika dalam kredit KUP terdapat 
kredit yang bermasalah, maka pihak Pegadaian sudah mengatisipasi kemungkinan 
yang terjadi dengan cara mengansurasikan bukti-bukti barang jaminan tersebut 
kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Yang menjadi 
permasalahan dalam hal ini adalah: Apa saja kendala dalam penyelesaian kredit 
KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrindo dan Bagaimana upaya Perum 
Pegadaian dalam mengatasi  penyelesaian kredit KUP yang bermasalah melalui 
jasa PT. Askrindo. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala yang terjadi dalam 
prakteknya, diantaranya adalah kendala yuridis. Yakni kendala yang dikarenakan 
oleh aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Kredit KUP. Dalam hal ini, 
mengacu pada Adendum I dan II Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro 
Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian terdapat aturan atau 
Pasal-Pasal yang mengatur jalannya atau proses klaim asuransi kredit. 
Diantaranya yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai 
Batalnya Hak Tertanggung Atas Ganti Rugi. Selain adanya kendala-kendala 
yuridis, juga terdapat kendala non yuridis. Kendala-kendala non yuridis yang 
dialami oleh Pegadaian, seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya 
adalah, Faktor Ekstern dan Faktor Intern, diantaranya yaitu : Self Dealing, Non 
Existance of Soud Lending Police, Incomplete Credit Information, Failure to 
Obtain or Enforce liquidation agreement, Technical Incompetency, Poor 
Selection of Risk, Overinancing atau Underfinancing, Lack of Supervising. 
 Adapun upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi  penyelesaian kredit 
KUP  bermasalah melalui jasa PT. Askrindo adalah : Upaya preventif, Upaya Sita 
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Barang Jaminan, Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian 
kredit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin tajam 

apalagi dengan semakin banyaknya bentuk-bentuk kredit yang diluncurkan oleh 

berbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Pegadaian 

sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung lama dalam usaha 

perkreditan  berusaha untuk terus bersaing memperebutkan pasar yang cukup 

menjanjikan.  

Perum pegadaian sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha 

menyalurkan kredit secara hukum gadai kepada masyarakat (terutama masyarakat 

kecil dan menengah), berusaha merespon hal tersebut dengan meluncurkan suatu 

bentuk kredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dan kebutuhan 

masyarakat di satu sisi, dengan keterbatasan space penyimpanan barang jaminan 

di kantor cabang Perum Pegadaian di sisi lain. 

Melalui produk andalan gadai, ternyata sangat lambat perkembangannya 

karena kredit gadai mensyaratkan adanya barang jaminan. Adapun produk-produk 

kredit yang ditawarkan di Pegadaian adalah, antara lain : Kredit Cepat Aman 

(KCA), Gadai Efek, Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA), Kredit Usaha 

Rumah Tangga (KRISTA), Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG), dan Kredit 

Kelayakan Usaha Pegadaian (KUP) yang dulunya bernama Kredit Usaha Kecil 
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Menengah (UKM), yang berupa Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan Kredit 

Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA). 

Pada saat ini banyak UKM (Usaha Kecil Menengah) menderita karena 

beban bunga tinggi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Memang mereka 

tak terlalu mengeluh akibat tingkat bunga tinggi. Mereka pun rata-rata mampu 

mengembalikan kredit secara baik.  Namun marilah kita sejenak merenungkan 

lagi, apa yang bisa diperbuat dunia perbankan kita untuk menggerakkan sektor riil 

yang bagaimanapun harus diakui saat ini belum bangkit dengan baik. Sedikit 

patriotik, marilah kita luangkan waktu memikirkan apa yang bisa disumbangkan 

ke UKM yang di mana-mana diakui sebagai sektor penyelamat perekonomian 

nasional ketika krisis ekonomi melanda negeri ini.  

Pemerintah jelas dan harus mengambil peran. Secara khusus kita bisa 

menunjuk kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban BUMN menyalurkan 

pinjaman 5% dari keuntungannya. Bagaimanapun kebijakan itu cukup kondusif 

untuk mengembangkan UKM. Perlu dipikirkan mekanisme alokasi dana tersebut 

agar lebih optimal. Dalam pengertian, kredit dapat kembali, UKM yang 

mendapatkan kredit lebih merata, serta lancar dalam penyaluran. Untuk 

optimalisasi penyaluran kredit itu perlu kerja sama antara BUMN dan perbankan 

dalam menyalurkan kredit.  

Dana BUMN untuk UKM dapat ditempatkan di bank dan bank 

menyalurkan ke UKM dengan tetap mendasarkan persyaratan wajar dan layak, 

tetapi dengan bunga rendah. Dengan demikian, ada unsur ''subsidi'' yang diberikan 

BUMN serta perbankan ke UKM. BUMN memberikan subsidi dalam bentuk 
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bunga rendah dan perbankan memberikan bantuan dalam penyaluran dana. 

Sepanjang ada kehendak baik kerja sama itu tidaklah sulit dilakukan. Namun 

tingkat bunga rendah hanya syarat yang diperlukan (first order condition) dan 

masih memerlukan syarat kecukupan (second order condition). Syarat kecukupan 

itu adalah internal manajemen UKM. Kelayakan yang diharapkan dari UKM yang 

akan diberi pinjaman murah haruslah dalam pengertian kelayakan manajerial. 

Bentuk kredit yang relevan untuk maksud tersebut adalah Kredit 

kelayakan Usaha Pegadaian (selanjutnya disebut Kredit KUP) dengan pola 

penjaminan fidusia, atau yang biasa disebut dengan KREASI, dimana kredit 

diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan 

usahanya, sementara barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam 

penguasaannya sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan. Kredit secara fidusia 

merupakan jenis kredit dengan pengikat jaminan dari lembaga pengikatan yang 

memberikan hak preferent kepada kreditur sebagai lembaga jaminan model 

fidusia. Dalam pelaksanaannya, produk tersebut mendapat reaksi positif dari 

masyarakat, terutama pengusaha kecil dan menengah. Meskipun pada sisi tertentu 

terdapat perbedaan prosedur jika dibandingkan dengan gadai konvensional, 

khususnya menyangkut masalah perlindungan hukum bagi kreditur. 

Berkaitan dengan adanya dana dari Surat Utang Pemerintah yang harus 

disalurkan dalam bentuk kredit kepada para pengusaha mikro dan kecil, maka 

Pegadaian berusaha untuk ikut menyemarakkan penyaluran kredit bagi usaha 

mikro dan kecil tersebut. 
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Perum Pegadaian mengadakan perluasan untuk menarik nasabah yang 

mulai menurun akibat pertumbuhan bisnis credit card dan munculnya sejumlah 

BPR baru dengan mengeluarkan kredit sistem gadai dengan cara pengembalian 

dalam bentuk KREASI dan KRASIDA. Dalam produk tersebut terdapat 

kemudahan pendapatan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah yang 

diwujudkan melalui sistem pembayaran kredit usaha dengan cara mengangsur. 

Pola pengembalian dengan sistem tersebut dirasa lebih fleksibel dalam jangka 

waktu serta bunga yang kompetitif. 

Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang 

ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank dan Pegadaian lebih banyak 

bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank 

yang belum berstatus atau lembaga non perbankan seperti Pegadaian. Oleh 

karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank 

dan Pegadaian dalam kesinambungan operasionalnya.1 

Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada 

nasabah, terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan 

tersebut sehingga ada adagium berbunyi: ”Bisnis Perkreditan adalah bisnis resiko” 

dan dengan pertimbangan risiko inilah, Pegadaian harus selalu melakukan analisis 

yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.  

Akan tetapi, dalam dunia bisnis, kepercayaan itu seringkali semu. Dan 

terlebih lagi dalam praktek di Indonesia saat ini, di mana dunia bisnis terlampau 

                                                 
1 H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book),P.T. CITRA 
ADITYA ABADI, Bandung, hal.6. 
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kental dengan elemen-elemen keculasan, kolusi, katabecele, sikut-menyikut, muka 

badak dan lain sebaliknya.2 

Maka sektor hukum kemudian turun tangan memberikan rambu-

rambunya. Bahwa perbankan harus prudent. Bahwa bisnis suatu perbankan, 

termasuk dalam pemberian kredit, harus safe, sound, and without substansial risk. 

Dan, agunan pun disyaratkan. 

Pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil agar mampu beroperasi lebih 

efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi menjadi sasaran utama pemerintah 

dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang 

diambil dalam hal ini adalah dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif 

dan peluang berusaha seluas-luasnya, di samping pemberian fasilitas dalam 

bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, 

informasi bisnis dan teknologi, serta permodalan awal dan lokasi berusaha. 

Sebenarnya dalam pengajuan kredit di Pegadaian maupun bank  jaminan 

utama adalah kepercayaan. Namun dalam prakteknya, bank akan meminta 

jaminan fisik (collateral) dari pengusaha yakni berupa benda bergerak maupun 

benda tak bergerak atau benda berwujud atau tidak berwujud dan nilainya harus 

lebih besar atau minimal sama dengan jumlah uang yang dipinjam. Jaminan 

merupakan salah satu instrument analisa yang umum digunakan dalam dunia 

perbankan untuk mengetahui bahwa seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh 

kredit. Selain itu di dalam dunia Perbankan digunakan juga apa yang dinamakan 

agunan, Agunan kredit adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 

                                                 
2 Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer(cetakan ke-2), P.T. CITRA ADITYA 
ABADI, Bandung, hal.3. 
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(debitur) kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip Syari’ah (Pasal 1 butir 23 UU No,10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan). Dalam ketentuan umum mengenai agunan berdasarkan kamus 

ekonomi dikatakan bahwa agunan adalah jaminan kebendaan, baik asset yang 

bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh nasabah debitur/ 

pemiliknya kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.   

Begitu juga halnya dalam dunia Pegadaian juga terdapat Agunan kredit. 

Namun dalam KREASI, barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam 

penguasaannya sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan, maka beberapa 

permasalahan baru akan timbul. Dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis, usaha 

mengatasi resiko dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara adalah 

melalui ”Asuransi” atau ”Pertanggungan”. Tujuan dari asuransi atau 

pertanggungan itu memang adalah untuk memperalihkan resiko. Maka dari itu, 

jika dalam kredit KUP terdapat kredit yang bermasalah, maka pihak Pegadaian 

sudah mengatisipasi kemungkinan yang terjadi dengan cara mengansurasikan 

bukti-bukti barang jaminan atau agunan tersebut kepada PT. Asuransi Kredit 

Indonesia (ASKRINDO).  

PT. Askrindo didirikan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen 

Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya 

menumbuh kembangkan UKM. Pada awalnya untuk melaksanakan upaya 

tersebut, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam 

perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, 

khususnya di bidang Penjaminan. Jenis jasa yang yang baru ini tidak hanya 
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memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi juga 

mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Seluruh usaha tersebut, 

pada dasarnya memiliki manfaat yang hampir sama yaitu memperbesar akses 

sektor riil terhadap sektor finansial. 

Pengajuan klaim ke PT. Askrindo untuk penggantian kerugian yang timbul 

pada masa pertanggungan dilakukan untuk kredit macet berikut :3 

1. Kredit macet pada saat jatuh tempo. 

2. Kredit macet karena menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-

turut. 

3. Kredit macet akibat nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan 

Niaga. 

4. Kredit macet akibat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 

kendaraan yang dijaminkan mengalami kerusakan total minimal 

75% dari nilai kendaraan. 

5. Kredit macet karena kendaraan yang dijaminkan hilang. 

6. Kredit macet karena nasabah meninggal dunia. 

 Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin meninjau 

bagaimana upaya Pegadaian dalam menyelesaikan Kredit KUP yang bermasalah 

melalui jasa PT. Askrindo. 

 

 

 

                                                 
3 Pasal 5, Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit Pegadaian dengan PT. Askrindo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah peneliti uraikan 

sebagaimana di atas, dapatlah dibuat sebuah permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja kendala dalam penyelesaian kredit KUP bermasalah 

melalui jasa PT. Askrindo? 

2. Bagaimana upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi  penyelesaian 

kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan  mengenai kendala dalam penyelesaian 

agunan kredit KUP (Kelayakan Usaha Pegadaian) yang bermasalah 

melalui jasa PT. Askrindo. 

2. Untuk memberikan pemaparan mengenai upaya Perum Pegadaian 

dalam mengatasi kredit KUP yang bermasalah melalui PT. 

Askrindo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi mengenai kendala penyelesaian agunan kredit 

bermasalah melalui P.T. Askrindo. 

b. Memberikan penjelasan tentang upaya Pegadaian dalam mengatasi kredit 

KUP yang bermasalah melalui P.T. Askrindo, sesuai Undang- undang 

dengan konsekwensi yuridis dalam lalu lintas Perbankan sehingga dapat 
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mengembangkan hukum pada umumnya dan hukum Perbankan dalam 

bidang hukum Ekonomi pada khususnya. 

c. Dapat meningkatkan kompetensi kecerdasan intelektual dan emosional 

mahasiswa. 

d. Sebagai sarana memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman 

sebelum terjun ke dunia kerja dalam lingkup perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Nasabah 

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada nasabah akan konsekwensi 

apabila terjadi kredit bermasalah dalam hal Debitur tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur (Pegadaian) dalam 

pengembalian kredit yang telah jatuh tempo. 

b. Bagi Perum Pegadaian 

1. Sebagai masukan dalam rangka percepatan target penyelesaian 

kredit KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrindo. 

2. Sebagai bahan masukan yang obyektif dalam upaya percepatan 

penyelesaian kredit macet dipandang perlu untuk mengatur 

penyerahan kredit dari PT. Askrindo berikut penarikannya. 

3. Sebagai bahan masukan yang obyektif atau sumbangan 

pemikiran bagi instansi/ bank untuk membantu kinerja dimasa 

yang akan datang khususnya pada persaingan global yang 

semakin kompleks dalam dunia perbankan dan BUMN dimasa 

yang akan datang. 
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c. Bagi Fakultas/ Perguruan Tinggi 

1. Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan 

penyempurnaan kurikulum agar lebih efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan 

di Fakultas Hukum dengan  bidang lapangan kerja di lingkup 

Perbankan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini terdapat: latar belakang dan alasan pemilihan judul, 

permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini merupakan kerangka dasar teoritik yang merupakan landasan 

dalam penelitian yang terdiri dari tinjauan umum yang menguraikan:Kajian 

mengenai Gadai, Kajian mengenai Perum Pegadaian, Kajian mengenai 

Perkreditan (Istilah Kredit, Unsur-unsur Kredit, Fungsi kredit, Jenis-jenis 

Perkreditan, Proses pemberian kredit KUP), Kajian Tentang Perjanjian Kredit, 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit, Kajian Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

Pegadaian, Kajian Mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah 

(Kajian Mengenai Kredit Bermasalah, Penyelamatan Kredit, Penyelesaian Kredit), 

Kajian Mengenai PT. Askrindo. 

 



 24

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data-data yang menunjang penelitian ini, yang terdiri dari, metode 

pendekatan, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, 

teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi 

operasional variabel. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan yang berkaitan dengan tempat atau obyek penelitian yakni mengenai 

kredit, perjanjian kredit, Kedit KUP serta pembahasan yang berupa penjelasan-

penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat, berupa uraian-

uraian tentang upaya Pegadaian dalam menangani kredit KUP yang bermasalah 

melalui jasa PT. Askrindo. 

 

BAB V    : KESIMPULAN 

 Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari 

pembahasan dan disertai dengan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian mengenai Gadai 

 Gadai dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1150 s/d Pasal 1160 

KUHPerdata, yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan 

bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur yang 

memberikan kekuasaan preferen (didahulukan) kepada kreditur untuk melakukan 

eksekusi atas barang tersebut sebagai pelunasan hutang, apabila debitur 

wanprestasi atau bad debt. 

Lembaga gadai ini yang digunakan oleh Perum Pegadaian sebagai lembaga 

resmi yang dapat melakukan kegiatan usaha penggadaian di Indonesia. 

Definisi gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata adalah sebagai berikut : 

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas 
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada 
orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang 
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
nya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. 
 
Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa unsur pokok, yaitu : 

1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada 

kreditur pemegang gadai. 

2) Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain 

atas nama debitur 
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3) Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang 

bergerak 

4) Kreditur pemegang gadai berhak untuk megambil pelunasan dari barang 

gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.4 

 Pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal 

pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang 

akan datang. Mengingat bahwa, gadai memberikan kekuasaan pada pemegang 

gadai untuk mengambil pelunasan dari barang gadai secara didahulukan.5 

 

B. Kajian mengenai Perum Pegadaian 

 Pegadaian merupakan perusahaan umum (PERUM) dan merupakan bagian 

dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah 

bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum 

gadai. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu 

sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan 

PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan 

PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Diatur melalui Undang-undang 

No. 9 Tahun 1969 dan perusahaan umum bersifat ”Public Utility”. Dalam 

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Pasal 1 disebutkan, bahwa Perum 

Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 9 

                                                 
4 Oey Hoey Tiong, 1984, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, hal 17. 
5 Wirjono Prodjodikoro, 1960, Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda, Surungan , Jakarta, 
hal 176. 
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Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan 

Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara yang dipisahkan 

dan tidak terbagi atas saham. Sifat dari Perum Pegadaian adalah untuk 

menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan pemerintah. (Pasal 6, PP 103/2000). 

 Pegadaian yang didirikan berdasarkan staatsblad 1928 Nomor 81 

(Pandhuis Reglement) merupakan satu-satunya lembaga penyalur kredit di 

Indonesia yang operasionalnya berlandaskan pada hukum gadai, sasarannya 

berorientasi pada rakyat kecil, memberi bantuan modal bagi masyarakat golongan 

ekonomi lemah bahkan sampai urutan masyarakat yang berekonomi paling 

bawah.6 

Dalam PP No. 103 Tahun 2000 Pasal 7, dijelaskan bahwa Perum Pegadaian : 

a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan kecil 

dan menengah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa 

di bidang keuangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak 

wajar lainnya. 

 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

PP No.103 Tahun 2000, perusahaan menyelenggarakan usaha : 

a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan 

                                                 
6 A.R. Sutalaksana, 1994, Kendala-Kendala Yuridis dalam Operasional Perum Pegadaian,  dalam 
Himpunan Pemikiran Tentang Kendala-Kendala Yuridik Pengembangan Perum Pegadaian dalam 
Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 
hal 8.  
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b. Penyaluran uang pinjaman atas dasar jaminan fidusia, pelayanan jasa 

titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi unit toko emas dan industri 

perhiasan emas dan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dengan persetujuan MenKeu. 

 Perum Pegadaian kini hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka 

pendek dengan syarat mudah, cepat dan tidak bertele-tele sesuai dengan mottonya 

yaitu ”Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.   

 

C. Kajian mengenai Perkreditan.  

  C.1. Istilah Kredit. 

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani ”Credere” yang berarti 

kepercayaan, sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan 

(ditinjau dari sudut ekonomi ) : 

”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 
disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau kesepakatan 
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk 
melunasi utangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

 
Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas 

prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini 

kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit 

menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi 

koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan 

debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, 
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kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko, 

dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang.7 

Dari pengertian tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, 

yaitu kepercayaan, waktu, resiko, dan prestasi. 

a. Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan 

adanya keyakinan oleh bank atau pegadaian bahwa kredit tersebut akan 

dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah diperjanjikan. 

b. Waktu, disini berarti bahwa pelepasan kredit oleh bank atau pegadaian dan 

pembayaran kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah diperjanjikan. 

c. Risiko, berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan 

terkandung risiko di dalamnya, yaitu  risiko yang terkandung dalam jangka 

waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti 

semakin tinggi risiko kredit tersebut. 

d. Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank atau 

pegadaian dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada 

saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. 

  C.2. Unsur-unsur Kredit 

Dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur 8: 

a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas 

prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana 
                                                 
7 O.P. Simorangkir (1988). 
8 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama 

: Jakarta,  hal, 115. 
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yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikannya pada 

waktu tertentu; 

b. Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara 

pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut 

sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati 

bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana; 

c. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi pada 

saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian 

pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana 

berupa uang dan bunga atau imbalan; 

d. Risiko, yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi 

selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit 

tersebut sehingga untuk mengamankan pemberian kredit 

dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari 

nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan 

jaminan dan agunan. 

C.3. Fungsi kredit 

 Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit 

dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan, kredit mempunyai fungsi.9 

1. Meningkatnya daya guna uang. 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

                                                 
9 Djumhana Muhammad, 2003, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung, 
hal 373. 
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4. Salah satu alat stabilitas ekonomi. 

5. Meningkatkan kegairahan berusaha. 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

7. Meningkatkan hubungan internasional. 

C.4. Jenis-jenis Perkreditan 

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. 

1. Jenis kredit menurut kelembagaannya. 

a. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik 

Negara, atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk 

kegiatan usaha, dan/atau konsumsi. 

b. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank 

Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, 

yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk 

membiayai kegiatan perkreditanya. 

c. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank 

Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi 

pemerintah (kredit program). 

d. Kredit (pinjaman antar bank), kredit ini diberikan oleh 

bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan 

dana. 

2. Jenis kredit menurut jangka waktunya. 

a. Kredit jangka Pendek (short term loan), yaitu kerdit 

yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. 
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b. Kredit Jangka Menengah (medium term loan), yaitu 

kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 

(tiga) tahun. 

c. Kredit jangka Panjang  yaitu kredit yang berjangka lebih 

dari 3 (tiga) tahun. 

3.  Jenis kredit menurut penggunaannya. 

a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank 

pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepeda 

perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

b. Kredit Produktif baik kredit investasi, ataupun kredit 

eksploitasi. 

1. Kredit Investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk 

penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap. 

2. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang dtujukan untuk 

penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha 

akan modal kerja. 

4.  Jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen. 

a. Kredit Ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai 

sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam 

bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti 

pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun 
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kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi 

ekspor. 

b.  Kredit Impor, unsur dan lingkupnya pada dasarnya 

hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit 

tersebut merupakan kredit berdokumen. 

5. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha. 

a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada 

pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. 

b. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada 

pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha 

kecil. 

c. Kredit Besar, yaitu pada dasarnya ditinjau dari segi 

jumlah kredit yang diterima oleh debitur. 

6. Jenis kredit menurut jaminannya. 

a.  Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (unsecured 

loan) 

 Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit tanpa 

jaminan (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif 

dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji 

bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi 

perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. 

b.  Kredit dengan jaminan (secured loan). 
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 Kredit ini diberikan kepda debitur selain didasarkan 

adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga 

didasarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang 

berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan  

misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat bangunan 

dan sebagainya. 

 

D. Kajian Tentang Perjanjian Kredit 

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi lembaga perbankan maupun non 

perbankan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah bunyi Pasal 

1  ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa kredit diberikan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak 

lain. 

Dalam suatu perjanjian kredit yang krediturnya adalah bank, dalam 

memberikan kreditnya kepada calon debitur (nasabah), selalu mensyaratkan 

adanya suatu perjanjian yang tertulis. Sedangkan dalam ketentuan tersebut diatas 

tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai adanya persetujuan atau perjanjian 

yang tertulis sebagai wujud nyata dari perjanjian kredit. Normalnya, suatu kredit 

baru dilucurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam 

bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan 

pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut 

dengan “Perjanjian Kredit” (Credit agreement, loan agreement). 
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Persetujuan kredit yang disampaikan pihak pemberi kredit kepada calon 

nasabah dalam bentuk surat keputusan kredit. Setelah calon nasabah melengkapi 

persyaratan yang tertuang dalam surat keputusan kredit maka pemberi kredit dan 

nasabah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang 

merupakan hubungan keperdataan antara pemberi kredit dan nasabah. Perjanjian 

kredit tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti peminjam 

wajib mengembalikan kreditnya dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah 

bunga/jasa, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan pemberi kredit 

berkewajiban menyediakan sejumlah dana tertentu selama jangka waktu tertentu. 

Perjanjian kredit tersebut biasa disebut perjanjian pokok karena selain perjanjian 

tersebut dikenal juga adanya perjanjian yang bersifat asesoir yakni pengikatan 

jaminan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, dan cessie. 

Pada umumnya perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan standart 

contract yaitu perjanjian yang isinya disusun menurut ukuran tertentu oleh salah 

satu pihak yakni pemberi kredit dan tinggal meminta persetujuan nasabah dan 

biasanya nasabah menyetujuinya. Walaupun digunakan standart contract namun 

perjanjian kredit tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang 

mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu : 

a. Adanya kata sepakat para pihak yang berjanji; 

b. Para pihak cakap dalam membuat perjanjian; 

c. Berisi satu hal; 

d. Sebab yang halal; 
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Syarat sahnya suatu perjanjian di atas dibedakan atas syarat subyektif 

untuk huruf a dan b karena ditujukan kepada pembuat perjanjian dan syarat 

obyektif untuk huruf c dan d karena ditujukan kepada objek yang diperjanjikan. 

Dalam hal satu syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi 

hukum, artinya sejak semula tidak pernah ada perjanjian. Dalam hal suatu syarat 

obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah 

satu pihak mempunyi hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Perjanjian 

ada namun karena kesepakatan tidak terpenuhi, hakim atas permintaan salah satu 

pihak dapat membatalkannya, sebaliknya jika perjanjian tersebut tidak dimintakan 

pembatalan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat serta merupakan Undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Perjanjian kredit juga memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan 

perjanjian hutang piutang. Perbedaan tersebut adalah : 

Terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat konsensuil sedang 

perjanjian hutang piutang bersifat riel. Riel berarti bahwa perjanjian baru ada 

setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata 

kepada debitur.  
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E. Proses Pemberian Kredit KUP 

 Dalam proses pemberian Kredit KUP diperlukan analisa pemberian kredit 

yang dilakukan oleh petugas operasional Kredit KUP. 

 Penilaian kelayakan usaha calon nasabah dilakukan dengan meggunakan 

prinsip dasar penilaian usaha. Kepercayaan Lembaga Keuangan Pemberi Kredit 

terhadap calon debitur yang didasarkan atas keyakinan Lembaga Keuangan 

Pemberi Kredit tentang pemenuhan prinsip perkreditan „five C’s of Credit“  dan 

juga 3 R10  sebagai berikut : 

a. Karakter (Character) : "The customer’s willingness to meet credit 

obigation“. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali kredit 

yang telah diterimanya. Dalam hal ini lebih dititik-beratkan pada aspek 

moral, yaitu sifat dan perilaku pribadi serta tanggung jawab calon nasabah 

tersebut. Untuk mendapatkan informasi tentang character nasabah 

dilakukan perkunjungan ke lokasi usaha nasabah. Data kepribadian yang 

diketahui dari wawancara terhadap calon nasabah dilakukan penggalian 

informasi lebih  lanjut dengan mewawancarai tetangga, tokoh masyarakat, 

pemasok, pengusaha sejenis, rekan usaha, pembeli, dan kreditur lainnya. 

b. Kapasitas (Capacity) : "The customer’s ability to meet credit obligation 

out of operating cash flows“. Maksud penilaian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit yang 

                                                 
10 Stephen A Ross, Radolph Warterfield dan Jeffrey Jaffe, 1999, Five C’s of Credit , hal 47.  
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telah diterimanya. Penilaian dilakukan melalui peninjauan kegiatan usaha 

yang akan dibiayai dari kredit yang diajukan.  

c. Modal (Capital) : "The customer’s financial reserves“. Penilaian 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki modal 

yang memadai untuk menjalankan usahanya. Idealnya jumlah kredit yang 

diajukan tidak lebih besar dari modal yang dimiliki. Besar kecilnya modal 

dapat dilihat dari neraca perusahaan yaitu pada komponen modal, laba 

ditahan dan lain-lain. Modal ini dapat juga dilihat dari akta pendirian dan 

akta perubahan untuk perusahaan, sedangkan untuk perorangan dapat 

dilihat dari kekayaan calon nasabah setelah dikurangi dengan utang-

utangnya. 

d. Nilai Jaminan (Collateral) : "Apleged assets in the case of default“. 

Untuk mengamankan kemungkinan gagalnya pengembalian kredit, maka 

perlu dinilai seberapa besar nilai barang jaminan yang akan diserahkan 

oleh calon nasabah. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman bila 

usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain 

dimana nasabah tidak mampu melunasi kreditnya dari usahanya yang 

normal. Jaminan ini disebut dengan istilah Jaminan Tambahan yang 

sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan usaha nasabah yang dibiayai 

kredit. Sebagai jaminan tambahan, collateral biasanya disebut sebagai 

second way out yaitu sebagai alternatif penyelesaian kredit apabila dari 

first way out (hasil usaha) yang dijalankan nasabah tidak mampu lagi 

untuk meyelesaikan kewajibannya. 
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e. Kondisi (Condition) : "General economic condition“. Kondisi ekonomi 

satu daerah tertentu pada saat kredit diajukan akan mempengaruhi 

kelancaran usaha calon nasabah. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga 

kebijakan perekonomian yang akan berdampak terhadap kegiatan usaha di 

wilayah tersebut. Kondisi ekonomi ini termasuk peraturan-peraturan dan 

kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha calon nasabah. 

3R adalah sebagai berikut : 

a. Pengembalian (Return) : Kemampuan perusahaan mengembalikan modal     

yang ditanamkan pada usaha tersebut, misalnya diukur dari ROI. 

b. Pembayaran (Repayment) : Kemampuan perusahaan dalam membayar 

seluruh kewajibannya, bisa diukur dari likuiditas dan solvabilitasnya. 

c. Resiko (Risk) : Tingkat resiko yang dihadapi perusahaan. 

Dalam memberikan kredit harus memperoleh suatu keyakinan mengenai 

kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk membayar kembali kredit yang 

diberikan beserta bunganya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut harus 

dilakuan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara, 

investigasi kredit, dan analisa keuangan. 

 Namun bagaimanapun baiknya suatu analisa kredit, resiko kredit tetap 

tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu untuk menunjang keyakinan dalam 

memberikan kredit, pada umumnya lembaga keuangan mensyaratkan nasabah 

untuk memberikan jaminan tambahan yang merupakan jalan alternatif kedua jika 

arus kas dari usaha tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan yang diterima harus 

dinilai dan dievaluasi, penilaian itu meliputi aspek nilai ekonomis dan yuridis. 
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Pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan non bank dilakukan 

melalui proses atau tahapan yang dalam istilah perbankan disebut “siklus kredit”. 

Siklus ini dimulai dari permohonan kredit, pencairan sampai dengan pelunasan 

kembali oleh debitur. Dan siklus kredit dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar : 1 

SIKLUS KREDIT 

 

 

 

 

 

Sumber : Lukman Dendawijaya (2000 : 77) 
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F. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit 

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait, 

akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Kewajiban dari 

suatu hak akan menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Kewajiban yang timbul 

dalam suatu perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, apabila 

kewajiban itu tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka dapat dikatakan telah 

melakukan wanprestasi. 

  Ada dua kemungkinan kewajiban tersebut tidak dipenuhi,11 yaitu : 

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun 

kelalaian yang berbentuk: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 

dilakukannya 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi 

tidak sebagaimana dijanjikan 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 

tidak boleh dilakukannya 

b. Karena keadaan memaksa (Force Majeure), yakni keadaan 

diluar kemampuan debitur. 

 Wanprestasi pada perjanjian kredit pada umumnya adalah ’segala 

perbuatan yang dilakukan debitur yang tidak sesuai dengan apa yang telah 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit”. Dalam hal debitur wanprestasi atas 

                                                 
11 Abdulkadir Muhammad, 1980, Hukum Perjanjian. Alumni : Bandung , hal. 20. 
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perjanjian kredit, maka pihak bank selaku kreditur dapat meminta debitur 

memenuhi prestasinya. 

 

G. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Pegadaian 

Dalam memberikan kredit harus memperoleh suatu keyakinan mengenai 

kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk membayar kembali kredit yang 

diberikan beserta bunganya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut harus 

dilakuan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara, 

investigasi kredit, dan analisa keuangan. 

Namun bagaimanapun baiknya suatu analisa kredit, resiko kredit tetap 

tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu untuk menunjang keyakinan dalam 

memberikan kredit, pada umumnya lembaga keuangan mensyaratkan nasabah 

untuk memberikan jaminan tambahan yang merupakan jalan alternatif kedua jika 

arus kas dari usaha tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan yang diterima harus 

dinilai dan dievaluasi, penilaian itu meliputi aspek nilai ekonomis dan yuridis. 

Syarat agar jaminan memenuhi aspek nilai ekonomis adalah : 

a. Dapat dijual belikan secara umum dan bebas; 

b. Pada umumnya lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan; 

c. Mudah dipasarkan/tanpa mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti; 

d. Nilai jaminan stabil dan akan lebih baik kalau nilainya ada kemungkinan 

akan mengalami kenaikan di kemudian hari; 

e. Lokasi cukup strategis (tanah,rumah); 
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f. Fisik jaminan tidak cepat rusak, lusuh, ketinggalan jaman dan lain-lain 

yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai ekonomi; 

g. Mempunyai manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lebih lama dari 

jangka waktu kredit yang dijaminnya. 

Sedangkan syarat agar jaminan mempunyai nilai yuridis adalah : 

a. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain; 

b. Memiliki bukti-bukti kepemilikan yang masih berlaku; 

c. Bukti-bukti kepemilikan dapat diikat sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku. 

d. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain; 

e. Milik nasabah yang bersangkutan. 

 Sedangkan mengenai jenis jaminan menurut hukum perdata dapat 

dibedakan dalam :12 

a. Jaminan perorangan (personal guaranty), yaitu jaminan seseorang pihak 

ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban 

si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. 

Menurut Prof. Subekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang 

penjamin tidak diberikan suatu ”Previlege” atau kedudukan istimewa 

perorangan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan. 

b. Jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid), yaitu jaminan 

dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si debitur. 

                                                 
12 Muhamad Djumhana, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hal 174. 
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Perjanjian jaminan  pada umumnya disusun sebagai perjanjian yang 

bersifat accesoir yaitu perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang 

mendahuluinya yaitu perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan 

tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri 

sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokoknya 

berakhir maka perjanjian jaminannya juga berakhir. Untuk dapat membuat 

perjanjian jaminan, dalam perjanjian pada pokoknya harus diatur dengan jelas 

tentang adanya janji-janji tentang jaminan. Oleh undang-undang, pada pokoknya 

terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya13, yaitu : 

1) Jaminan yang Bersifat Umum 

 Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap 

kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling 

mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dan krditur 

lainnya. 

2).   Jaminan yang Bersifat Khusus 

 Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, 

hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia 

berkedudukan sebagai kreditur previlage (hak preverent). 

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan14 mengatakan bahwa dalam praktek 

perkreditan (Perjanjian Jaminan Utang) tidak memuaskan kreditur, yang kurang 

menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan kepada debitur. 

Karena dengan jaminan bersifat umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara 
                                                 
13 HR. Daeng Naja. 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi. PT. Citra Aditya : Bandung, hal 207. 
14 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980,  Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan , Liberty : Yogyakarta, hal. 45. 
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persis berapa jumlah harta kekayaan debitur, serta kepada siapa saja debitur 

berutang, sehingga dikhawatirkan hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya 

tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. 

  G.1. Kajian Mengenai Jaminan Fidusia15 

 Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dari 

perkembangan-perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam 

masyarakat Indonesia sekarang, memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di 

samping bentuk jaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Namun orang 

masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk 

keperluan usahanya. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin 

memegang peranan penting di berbagai negara modern, termasuk Indonesia. 

 Lembaga jaminan demikian dikenal sejak jaman Romawi dengan nama 

Fiducia dan di Negeri Belanda diakui oleh Hoge Raad mula-mula dalam Arrest 

tanggal 25 Januari 1929 (Bierbrouwerij Arrest). Sedangkan di Indonesia 

berdasarkan Arrest Hooggerechtshof  tahun 1932 (BPM-Clynett Arrest) lahirlah 

Jurisprudensi yang pertama mengenai lembaga fidusia. Jiranya yang demikian ini 

masih terpengaruh oleh azas konkordasi dahulu. 

 ”FIDUSIA adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar s
 suatu kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
 kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
 benda”. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 
 angka  1). 
  

 

                                                 
15 Sri Soedewi Msjchun Sofwan, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fiducia Di Dalam Prektek dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Yogyakarta, hal 73.   
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 ”JAMINAN FIDUSIA adalah hak jaminan atas benda.........yang tetap 
 berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 
 pelunasan utang tertentu.........”.(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
 tentang Fidusia Pasal 1 angka 2). 
 
 
H. Kajian Mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah. 

 H.1. Kajian Mengenai Kredit Bermasalah 

Ada beberapa pihak yang memberikan pengertian terhadap kredit 

bermasalah, yaitu : pengertian umum, pengertian khusus, pengertian konsep 

perbankan dan pengertian konsep akutansi.16 

Pengertian umum 
Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana 
debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya 
persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok jaminan, 
peningkatan agunan, dan sebagainya. 
Pengertian Khusus 
Menurut pengertian khusus, suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak 
memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya : 

a. Laporan keuangan bulanan, 
b. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang 

sudah diaudit oleh akuntan publik, 
c. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst. 

Pengertian konsep perbankan 
Menurut pengertian bank tertentu definisi kredit bermasalah adalah kredit 
yang berada dalam klasifikasi ”diragukan” dan ”macet” di sini mengacu 
pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia. 
Pengertian konsep akutansi 
Menurut konsep akutansi, kredit bermasalah adalah pemberian kredit yang 
beresiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk harus menyisikan sebagian 
keuntungannya guna menghadapi resiko kegagalan pengembalian kredit. 
 
Kredit Bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah 

dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai 

potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran 

pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran 

                                                 
16 H As Mahmoeddin, 2002, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 3. 
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ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan 

kepada pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi 

Kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit 

bermasalah belum/ tidak seluruhnya merupakan kredit macet.17  

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit 

merupakan risk asset bagi bank karena bank itu dikuasi oleh pihak luar bank yaitu 

para Debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kwalitas risk 

asset ini sehat dalam arti produktif dan collectabble. Namun kredit yang diberikan 

kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada 

waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). 

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank hanya berusaha 

menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi 

ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 

November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah 

kerdit ysng diberikan Bank termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) 

atau non performing loan (kredit bermasalah), kualitas dapat digolongkan sebagai 

berikut : 

1. Lancar; 

2. Dalam perhatian khusus; 

3. Kurang lancar; 

4. Diragukan; dan 

                                                 
17 HR Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi. PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 
329. 
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5. Macet. 

Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam 

kredit bermasalah, yaitu :18 

a. Nasabah tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran jumlah 
pokok atau terlambat melakukan pebayaran jumlah pokok atau angsuran 
dan atau bunganya. 

b. Nilai agunan atau kekuatan hukum agunan menjadi merosot, sehingga 
dapat merusak kekuatan hukum agunan, atau harganya menjadi jatuh. 

c. Kemampuan usaha nasabah menurun karena alat produksinya mulai 
ketinggalan jaman dan mulai tidak disukai oleh masyarakat. 

d. Kekayaan nasabah semakin menurun karena nasabah mulai terlibat 
hutang-hutang dengan pihak lain. 

e. Adanya beberapa persyaratan pinjam tidak dipenuhi oleh nasabah, baik 
karena tidak mampu, maupun karena mempunyai itikad tidak baik.  

 
 

H.2. Penyelamatan Kredit 

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah 

melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur dengan memperingan 

syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat 

pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali 

untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi, tahap penyelamatan kredit ini belum 

memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek 

usaha masih fesible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini 

dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian 

melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank 

untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi19.  

 

                                                 
18 Ibid, hal 9 
19 Sutarno, 2005, Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank, Alfabeta : Bandung, hal 263-266. 
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H.3. Penyelesaian Kredit 

Yang dimaksud dengan penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian 

kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau melalui PT. 

Askrindo dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. 

Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau 

mengeksekusi benda jaminan atau cara penjualan barang jaminan secara dibawah 

tangan (langsung). 

 

I. Kajian Mengenai PT. Askrindo20 

PT. Askrindo didirikan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen 

Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya 

menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada awalnya untuk 

melaksanakan upaya tersebut, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank 

dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-

usaha lainnya, khususnya di bidang Penjaminan. Jenis jasa yang yang baru ini 

tidak hanya memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi 

juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Seluruh usaha 

tersebut, pada dasarnya memiliki manfaat yang hampir sama yaitu memperbesar 

akses sektor riil terhadap sektor finansial. Oleh karena itulah, Askrindo 

menyatakan diri sebagai "A Bridge to Your Financial Trust". 

                                                 
20 www.Askrindo.co.id. Diakses pada tanggal 14 Desember 2007. 
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Dengan menjalankan usaha-usaha tersebut, Askrindo telah membantu 

lebih dari 6 juta UKM dalam memperkuat struktur usahanya, terutama yang 

bersifat finansial.  

Asuransi Kredit Bank merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan 

oleh Askrindo sebagai lembaga keuangan yang menjembatani sektor riil dan 

sektor finansial guna meningkatkan kepercayaan perbankan dalam kebijakan 

kreditnya. Manfaat yang dapat dinikmati pengguna jasa Asuransi Kredit Bank :  

1. Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka pemenuhan 

kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan 

oleh Lembaga Pembiayaan Keuangan baik Bank maupun Non Bank.  

2. Membantu Lembaga Keuangan Bank, Non Bank dan Badan Usaha 

Pemberi Kredit untuk mengalihkan sebagian risiko finansial atas 

kegagalan kewajiban pengembalian kredit oleh Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM).  

Penjaminan Kredit ini umumnya lebih diarahkan pada kegiatan 

pembiayaan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek jasa konstruksi baik 

yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penjaminan Kredit dari 

Askrindo memiliki keunggulan. Askrindo berpengalaman dalam mengelola risiko 

finansial sejak tahun 1971 : 

1. Struktur permodalan Askrindo yang kuat.  

2. Memiliki keterkaitan produk (product link) dengan produk Financial Risk 

lainnya yang dimiliki Askrindo (One Stop Financial Risk Services).  
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3. Memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi pasar melalui pengembangan 

produk Penjaminan Kredit. 

Jenis Kredit yang dapat dijamin oleh Askrindo : 

1. Kredit dengan plafond per debitur diatas Rp 500.000.000,00.  

2. Kredit dengan plafond per debitur dibawah Rp 500.000.000,00 ; dengan 

persyaratan baik jumlah debitur maupun manajemen pengelolaan 

dikategorikan massal (berkelompok). 

Mekanisme Permintaan Penjaminan Kredit Permintaan Penjaminan Kredit 

dilaksanakan secara kasus per kasus ke Askrindo dengan melampirkan dokumen 

sebagai berikut : 

1. Profil Perusahaan calon debitur (Terjamin)  

2. Copy/Tembusan Permohonan Kredit dari Terjamin kepada Bank atau 

Lembaga Pembiayaan Keuangan lainnya.  

3. Copy Neraca Keuangan, Laba/Rugi dan Cash Flow untuk 2 tahun terakhir;  

4. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi (SPKGMR). 

Kriteria Umum Usaha yang dapat dijamin Askrindo : 

1. Memiliki ijin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;  

2. Tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;  

3. Tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau 

bubar demi hukum;  
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4. Tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit 

diragukan. 

 Salah satu produk layanan jasa melalui credit management package dalam 

bentuk credit advice, credit control dan insurance protection. Produk ini 

digunakan untuk memproteksi mekanisme pembayaran kredit yang Disamping 

itu, produk ini memberi akses bagi sektor riil dalam rangka meningkatkan volume 

ransaksi penjualan melalui kebijakan kredit (credit policy) yang fleksibel sesuai 

dengan fluktuasi permintaan pasar. Credit Management Services (CMS) dari 

Askrindo memiliki keunggulan : 

1. Askrindo berpengalaman dalam mengelola risiko finansial sejak tahun 

1971;  

2. Struktur permodalan Askrindo yang kuat;  

3. Memiliki keterkaitan produk (product link) dengan produk finansial risk 

yang dimiliki Askrindo (one stop financial risk);  

4. Memperoleh back up reasuransi yang kuat dari perusahaan reasuransi 

internasional;  

5. Memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi pasar melalui berbagai 

pengembangan produk CMS. 

Pengguna jasa memerlukan produk CMS karena produk ini memberikan fasilitas : 

1. Credit Advice, yaitu membantu produsen/penyalur dalam menentukan 

kapasitas optimum masing-masing pembeli/debitur, memberikan 
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fleksibilitas dalam mengantisipasi turun naiknya permintaan pasar dan 

dapat menyampaikan informasi setiap perkembangan yang terjadi pada 

sektor yang ditangani pengguna jasa;  

2. Credit Control, dalam hal ini Askrindo ikut memantau risiko atas setiap 

konsumen dari produsen/penyalur dan sektor perdagangan 

 Disamping itu, Askrindo terlibat aktif dalam restrukturisasi piutang untuk 

setiap indikasi kemacetan kredit serta memberikan solusi yang terbaik untuk 

menjaga kelangsungan hubungan jangka panjang antara produsen/penyalur 

dengan konsumen. Insurance Protection, yaitu Askrindo memberikan ganti rugi 

atas risiko kemacetan setiap pembeli barang dari produsen/penyalur setelah 

dilaksanakan credit advice dan credit control. Kerugian yang ditanggung karena 

insolvensi dan protracted default. Selain itu, pengguna jasa dapat menikmati 

beberapa manfaat dari produk CMS ini, yaitu : 

1. Membantu terlaksananya kebijakan kredit perusahaan (credit policy);  

2. Mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit;  

3. Membantu meningkatkan volume penjualan;  

4. Memberikan akses kepada sumber Pembiayaan (trade financing). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pendekatan 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris 

(Empirical Legal Research) yang mengkaji dan membahas permasalahan-

permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar- benar 

sesuai dengan fakta yang ada di lokasi. Metode pendekatan yuridis empiris adalah 

meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta 

mengkaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan- kegiatan atau peristiwa alamiah yang 

terjadi dalam praktek sehari- hari. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris 

digunakan dalam meneliti pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui 

Jasa PT. Askrindo dan implementasi penanganan  kredit macet yang terjadi di 

Lembaga Keuangan yakni Pegadaian.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Pegadaian 

Cabang Branta-Madura tepatnya di jalan Raya Branta, Pamekasan-Madura 69351 

No. Telp. (0324) 327241. Yang menangani masalah kredit KUP (kelayakan usaha 

pegadaian) yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo. Adapun alasan pemilihan 

lokasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan kantor pegadaian cabang Branta 

merupakan Kantor Cabang penyelenggara Kredit KUP dan  terdapat banyak 
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masalah mengenai kredit KUP bermasalah yang membutuhkan klaim kepada PT. 

Askrindo, maka data yang berupa informasi dan keterangan yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan penelitian ini tersedia dan dapat dikumpulkan sesuai dengan 

objek kajian maupun fokus analisis. 

 

C.  Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah jenis data 

primer dan data sekunder. Bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

C.1.  Jenis Data 

       a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan ( Field 

research ). Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten dalam hal 

ini adalah Manajer Cabang dan Petugas Fungsional Kredit KUP Pegadaian 

Cabang Branta-Madura. Data Primer yang berupa : 

1) Hasil wawancara tidak terstruktur dari responden 

2)  Hasil Observasi atau Pengamatan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau 

penelusuran kepustakaan ( Library Research ) juga bisa disebut studi dokumenter 

yang berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu Undang- 

undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
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Fidusia. Serta dengan Perjanjian Kredit termasuk didalamnya perjanjian 

Acessoirnya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan 

permasalahan yang terjadi dan data yang diperoleh dari instansi yang 

bersangkutan maupun literatur, majalah, Koran, internet, serta data-data tertulis 

lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. 

C.2.  Sumber Data 

       a.  Sumber Data Primer 

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui 

penelitian yang telah ditentukan serta wawancara tidak terstruktur secara langsung 

pada pihak yang terkait dalam hal ini Pegadaian Cabang Branta-Madura yang 

mengalami permasalahan mengenai  pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah 

melalui Jasa PT. Askrindo. 

 b.     Sumber Data Sekunder 

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan- bahan 

hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang  diteliti, yang terdiri 

dari 1.  Peraturan Perundang-undangan, meliputi : 

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). 

ii. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.  

iii. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

2.  Dokumen Perjanjian, meliputi : 

  i. Adendum I dan II,  

      ii.          Surat Permohonan Kredit, 
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      iii. Surat Pengajuan Klaim Asuransi kepada PT. ASKRINDO. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dari penelitian ini adalah Perum Pegadaian yang dikategorikan 

sebagai kantor cabang Pegadaian yang terdapat masalah dalam kredit KUP yaitu 

pada PERUM Pegadaian cabang Branta, Pamekasan-Madura. 

2. Sampel 

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random, yaitu dengan 

sample bertujuan (Purposive Sampel). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subyek bukan didasarkan  atas strata, random atau daerah, tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan.21 Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Manajer Cabang untuk memperoleh informasi mengenai latar 

belakang perusahaan serta informasi mengenai kekuatan hukum 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

b. Petugas Fungsional Kredit KUP sebagai pihak yang melakukan 

analisa dan pelaksanaan kredit KUP. 

 

 

 
                                                 
21   Suharsini Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta. hal.117. 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan 

berdasarkan jenis data yang meliputi : 

1.   Untuk jenis data primer menggunakan teknik pengumpulan data : 

Wawancara tidak terstruktur, yaitu melakukan wawancara atau 

tanya jawab secara langsung dimana penulis terlebih dahulu tidak 

menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan wawancara dengan manajer PERUM Pegadaian 

cabang Branta, Pamekasan-Madura serta Petugas Fungsional 

Kelayakan Kredit KUP secara langsung. 

2.   Untuk jenis data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data : 

 Studi Kepustakaan, yaitu cara memperoleh data melalui literatur-

literatur dan sumber-sumber yang mempunyai hubungan dengan 

penelitian ini. Dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data 

dari sumber-sumber yang ada. Studi ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisa 

penelitian. Disamping itu juga menganalisa Undang-undang Nomor  

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian 

kredit pada Bank tersebut serta peraturan perundang-undangan yang 

lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. 
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F. Teknik Analisis Data 

 Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang 

merupakan hasil dari penelitian dilapangan maka penulis akan menggunakan dua 

metode, yaitu : 

1. Untuk data-data primer yang diperoleh dari penelitian akan 

dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang 

diteliti dan diperoleh baik dari wawancara maupun dari 

observasi di lapangan. Kemudian terhadap masalah yang 

timbul, ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan 

peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Kredit KUP. 

2. Untuk data-data sekunder yang diperoleh dari bahan 

kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis isi (content analysis) yaitu dengan menganalisis pada 

konsep hukum yang diperoleh dari bahan hukum serta 

menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 
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G. Definisi Operasional Variabel 

 Untuk membantu memudahkan pengertian dari materi ini, maka pada 

bagian ini penulis akan menguraikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam 

menyusun penulisan ini : 

a. GADAI adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas 

namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada 

orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk 

melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkan nya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus 

didahulukan. (Pasal 1150 KUHPerdata) 

b. PEGADAIAN adalah sebuah BUMN di Madura yang usaha intinya adalah 

bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar 

hukum gadai. 

c. KREDIT adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. (Pasal 1 (11)  UU No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan UU No7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan). 

d. KREDIT KUP adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan 



 61

Fidusia, yang diberikan oleh PERUM Pegadaian kepada pengusaha mikro 

dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan 

pengembangan usahanya. 

e. PERUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak 

terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus 

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Pasal 

9 Undang-undang No. 19 Tahun 2003) 

f. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, 

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya. (Undang-Undang No.1 Tahun 1995). 

g. JAMINAN KREDIT adalah jaminan yang bersifat material dan immaterial 

untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kredit. 

h. FIDUSIA adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu 

kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 angka 1). 

i. JAMINAN FIDUSIA adalah hak jaminan atas benda.........yang tetap 

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 
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utang tertentu......... (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Fidusia Pasal 1 angka 2). 

j. USAHA MIKRO sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan 

RI No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah suatu usaha 

produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; 

memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) per tahun. 

k. PT. ASKRINDO adalah suatu Lembaga didirikan Pemerintah Republik 

Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, 

sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM). 

l. KREDIT BERMASALAH adalah Kredit yang berpotensi mengalami 

kesulitan pembayaran dan/ atau kredit yang mengalami kesulitan dalam 

penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap Bank baik dalam bentuk 

pembayaran kembali pokok, bunga, denda, maupun ongkos-ongkos bank 

yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Mengenai Perusahaan 

 Penelitian ini dilaksanakan di PERUM Pegadaian Cabang Branta-

Pamekasan, Madura yang terletak di Jl. Raya Branta-Pamekasan, Madura, kode 

pos 69351, Telp.(0324) 327241.  PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan 

Madura merupakan anak cabang dari kantor pusat Pegadaian Daerah Regional 

Surabaya. 

 A.1. Sejarah Berdirinya Lembaga22 

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda 

(VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang 

memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di 

Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan 

Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah 

dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian 

asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun 

metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir 

atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa 

(Inggris). Oleh karena itu metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel 

yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan 

pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali pola 

                                                 
22 http;www-Pegadaian.co.id. Sejarah Instansi, diakses pada tanggal 21 September 2007. 
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atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang 

sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam 

menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan 

apayang disebut dengan ‘cultur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian 

saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri 

oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih 

besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia 

Belanda mengekeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang 

mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 

April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), 

selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. 

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang 

terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor 

pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak 

perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan 

maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa 

Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’ , Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh 

orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang 

bernama M.Saubari. 

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan 

Pegadaian sempat pindah ke Karang anyar (Kebumen) karena situasi perang yang 

kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan 

Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan 
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kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola 

oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa 

kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negada (PN) sejak 1 Januari 1961 

kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) 

selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan 

PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga 

sekarang. Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin 

dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi publik service 

obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat 

mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak 

menguntungkan. 

A.2. Budaya Perusahaan23 

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan 

jargon si ”INTAN” yang bermakna : 

Inovatif : Penuh Gagasan (Kreatif), Aktif, menyukai tantangan 

Nilai moral tinggi : Taqwa, Jujur, Berbudi Luhur, Loyal 

Trampil : Mengusai Pekerjaan, Tanggap, Cepat dan Akurat 

Adi Layanan : Sopan, Ramah, Berkepribadian, Simpati 

Nuansa Citra : Beroriontasi Bisnis, Mengutamakan Kepuasan Pelanggan untuk 

selalu berusaha mengembangkan diri 

                                                 
23 Ibid. 
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Makna yang terkandung dalam maskot si INTAN adalah: Kepala yang berbentuk 

berlian bermakna bahwa Pegadaian sudah mengenal batu intan sudah puluhan 

tahun, Intan tidak lebih dari bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu 

proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores  

dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat 

cemerlang (brilliant). Dengan kecemerlagan itulah kemudian dia disebut berlian. 

Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga dalam setiap insan 

Pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna 

sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa 

saja. Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan Pegadaian. 

 A.3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian24 

Gambar 2 : Struktur Organisasi 

 
                                                 
24 Suplemen Analisa Kredit KUP. 
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Job Description 

1) Manajer Kredit KUP 

Tugas-tugas : 

a. Melakukan pembinaan meliputi semua bidang tugas dan fungsi kredit 

KUP. 

b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan 

mengendalikan program pemasaran, bina usaha, dan pengembangan Kredit 

KUP. 

c. Merencanakan dan mengorganisasikan pembukaan cabang pelaksana 

Kredit KUP. 

d. Merencanakan dan mengorganisasikan sistem administrasi dan sistem 

akutansi Kredit KUP. 

e. Merencanakan dan menyelenggarakan pertanggungan resiko (asuransi) 

Kredit KUP dengan perusahaan asuransi. 

f. Mengawasi kegiatan Kredit KUP sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

g. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. 

h. Menjalin hubungan dengan Kantor Pendaftaran Fidusia, Kepolisian, 

Notaris, Perusahaan Asuransi dan instansi terkait lainnya di tingkat Pusat 

maupun daerah. 

2) Pemimpin Wilayah/pemimpin Wilayah Utama 

Tugas-tugas : 

a. Melakukan pembinaan meliputi semua bidang tugas dan fungsi Kredit 

KUP di wilayah kerjanya. 
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b. Memberikan otorisasi permodalan kepada Cabang Pelaksana Kredit KUP. 

c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan 

mengendalikan program pemasaran,bina usaha, dan pengembangan Kredit 

KUP di wilayah kerjanya. 

d. Merencanakan dan mengorganisasikan pembukaan cabang pelaksana 

Kredit KUP di wilayah kerjanya. 

e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Kredit KUP sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

f. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Cabang 

Pelaksana Kredit KUP. 

g. Menjalin hubungan dengan kantor pendaftaran Fidusia, kepolisian, 

Notaris, perusahaan Asuransi dan instansi terkait lainnya di wilayah 

kerjanya. 

3) Manajer Cabang Pelaksana Kredit KUP 

Tugas-tugas : 

a. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit KUP bersama-sama 

dengan Petugas Fungsional Kredit KUP sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

b. Menyediakan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

pemberian kredit berjalan dengan lancar. 

c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan Kredit KUP, seperti notaris, Asuransi, Kantor Pendaftaran Fidusia, 

Kepolisian berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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d. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, teliti dan 

aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan. 

e. Merencanakan persediaan dan kebutuhan modal kerja Kredit KUP. 

f. Menetapkan besarnya Uang Pinjaman sesuai taksiran dan analisa kredit 

yang dibuat oleh petugas Fungsional Kredit KUP. 

g. Menyimpan berkas-berkas atau dokumen usaha dan barang jaminan Kredit 

KUP. 

h. Melaksanakan penyitaan barang jaminan Kredit KUP berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

i. Menetapkan taksiran barang jaminan yang telah dilakukan petugas 

fungsional Kredit KUP sebagai dasar harga limit barang jaminan yang 

akan dijual/dilelang. 

4) Petugas Fungsional Kredit KUP 

Tugas-tugas : 

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, teliti dan 

aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan. 

b. Melakukan analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar 

pemberian kredit. 

c. Menaksir barang jaminan Kredit KUP berdasarkan perturan yang berlaku 

untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan 

atau menetapkan besarnya uang jaminan. 

d. Melakukan penyetoran premi uang pertaggungan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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e. Menyiapkan berkas-berkas barang jaminan Kredit KUP yang akan 

disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tertib administrasi. 

f. Menyiapkan berkas-berkas untuk keperluan penyitaan barang jaminan. 

g. Melaksanakan penyitaan barang jaminan Kredit KUP berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

h. Menaksir barang jaminan yang akan dijual atau dilelang berdasrkan 

peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam 

rangka menentukan harga dasar lelang. 

Kualifikasi Jabatan 

1) Pangkat/Gol  : Minimal Pengatur (II/d) 

2) Pendidikan  : Minimal SLTA 

3) Kursus/Diklat  : Lulus Diklat Penaksir Madya 

4) Syarat lainnya  : Memiliki pengetahuan tentang Mobil dan Sepeda 

Motor, mampu melakukan analisa kredit, mampu berkomunikasi dengan 

baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna. 

A.4. Produk- Produk Andalan Pegadaian 

 Dalam perkembangan usahanya yang pada tahun 2008 ini menginjak tahun 

ke 107, Pegadaian senantiasa mengembangkan produk-produk dan inovasi yang 

baru, antara lain : 

a. Produk Perkreditan 

1. Kredit Cepat Aman (KCA) 
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Pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang 

murah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi 

perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), 

elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan 

mulai dari Rp.20.000,00 s/d Rp.200.000.000,00 dengan penggunaan 

jasa maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara 

mengangsur atau mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu 

dengan perhitungan bunga proposional selama masa pinjaman. 

2. RAHN (Gadai Syariah) 

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah 

dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang 

diberikan sama dengan Gadai Konvensional atau KCA, namun berbeda 

dalam proses penetapan sewa modal. Gadai Syariah menerapkan biaya 

administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru atau akad 

perpanjangan serendah-rendahnya Rp.1000,00 dan setinggi-tingginya 

Rp.60.000,00 untuk pinjaman maksimum Rp. 200.000.000,00. Tarif 

Ijaroh dikenakan sebesar Rp.85,00 per sepuluh hari masa penyimpanan 

untuk setiap kelipatan Rp.10.000,00 dari taksiran barang jaminan yang 

dititipkan atau diagunkan. 

3. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) 

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil 

(dalam rangka pengembangan usaha) dengan bentuk penjaminan 

secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui 
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angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 s/d 36 bulan. 

Perolehan kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1% per 

bulan, flat. KREASI merupakan modifikasi dari produk lama yang 

sebelumnya dikenal dengan nama Kredit KUP. 

4. Gadai Efek 

Merupakan pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam jangka 

waktu tertentu yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah 

dengan jaminan berbentuk saham tercatat dan diperdagangkan di Bursa 

Efek. 

5. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) 

 Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil 

(dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian 

pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dengan jangka 

waktu kredit 12 s/d 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa modal 

dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus. 

Bunga ditetapkan sebesar 1% per bulan, flat. 

6. Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA) 

7. Kredit ini diluncurkan bulan Desember 2006, ditujukan kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau perbaikan 

rumah. Untuk bangunan baru diberikan pinjaman maksimum 

Rp.10.000.000,00, sedangkan perbaikan rumah diberikan pinjaman 

maksimum Rp.5.000.000,00. Atas kredit ini nasabah dikenakan Biaya 
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Administrasi 9% dibayar dimuka, dan sewa modal 0%. Pendanaan atas 

produk ini atas kerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat 

(Menpera). Untuk jaminannya, dalam transaksi pembangunan rumah, 

sertifikat rumah di dalam penguasaan Pegadaian sampai pelunasan 

pembayaran. 

8. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) 

 Sejak Juni 2006 telah diluncurkan Krista untuk para wanita pengusaha 

yang tergabung dalam kelompok usaha. Jumlah kredit minimum 

Rp.100.000,00 maksimum Rp.1.000.000,00 dengan jangka waktu 12 

bulan. Bunga dikenakan 1% per bulan flat. 

9. Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG) 

 Kredit ini diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering 

giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca 

panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat 

panen dan permainan harga para tengkulak. 

b. Produk lain Pegadaian 

1. Jasa Titipan 

 Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin 

menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama 

bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu 

lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau 

mahasiswa yang sedang berlibur. 

2. Jasa Taksiran 
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 Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin 

mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang 

dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain. 

3. Properti 

 Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset yang kurang produktif, 

perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara 

pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan 

sistem Bangun, Kelola dan Alih atau Build Operate and Transfer 

(BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO). 

4. Jasa Lelang 

 Perum Pegadaian memiliki satu anak perusahaan PT. Balai Lelang 

Artha Gasia di bidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan 

penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

5. Usaha Sewa Gedung 

 Perum Pegadaian juga menyediakan sewa gedung yaitu Gedung 

Langen Palikrama, Gedung Serba Guna dan Harco Pasar Baru serta 

Kenari Baru. Untuk Gedung Palikrama dan Gedung Serba Guna 

digunakan sebagai sarana menyelenggarakan pesta dan resepsi 

pernikahan, akad nikah, pertemuan, reuni, rapat, seminar, konferensi, 

wisuda, pameran, ulang tahun, peragaan busana, halal bihalal dan acara 

pertemuan lainnya. Kapasitas untuk Gedung Langen Palikrama bisa 

mencapai 1200 orang, sedangkan untuk Gedung Serba Guna bisa 



 75

mencapai 300 orang. Gedung Harco Pasar Baru dan Kenari Baru dapat 

disewakan untuk toko. 

6. Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman (KUCICA) 

 Pelayanan jasa bagi masyarakat yang ingin mengirimkan uang atau 

mengambil kiriman uang melalui Perum Pegadaian yang bekerjasama 

dengan Western Union. 

A.5.  Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi 

Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit untuk penggantian 

kerugian yang timbul pada masa pertanggungan, diakukan untuk kredit macet 

berikut: 

1. Kredit macet pada saat jatuh tempo 

2. Kredit macet karena menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut 

3. Kredit karena akibat nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga 

4. Kredit macet akibat terjadinya kecelakaan yang mengakinatkan kendaraan 

yang dijaminkan mengalami kerusakan total minimal 75% dari nilai 

kendaraan dan tidak diberikan jaminan pengganti oleh nasabah 

5. Kredit macet karena kendaraan yang dijaminkan hilang dan tidak 

diberikan jaminan pengganti oleh nasabah 

6. Kredit macet karena nasabah meninggal dunia dan ahli waris tidak 

meneruskan angsuran kreditnya. 

Tuntutan klaim diajukan langsung kepada PT.Askrindo sesuai dengan 

wilayah kerja dan dilakukan 1 (satu) bulan setelah kredit jatuh tempo atau 1 (satu) 

bulan setelah setengah jangka waktu kredit dilampaui, dengan menggunakan 
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formulir surat klaim. Sebelumnya Kantor Cabang penyelenggara kredit KUP 

wajib menyampaikan data nasabah menunggak dengan menggunakan form 

Laporan Nasabah Menunggak setiap bulan yang selambat-lambatnya dikirim 

tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua form tersebut disediakan oleh perusahaan 

asuransi kredit (PT. Askrindo). Tembusan pengiriman laporan nasabah 

menunggak dikirim ke Kantor Wilayah (Kanwil). 

Untuk kelancaran proses penggantian kerugian atas klaim yang diajukan, 

pengajuan Surat Klaim wajib dilampiri atau didukung oleh data-data berikut : 

1. untuk resiko kerugian yang disebabkan oleh butir 1,2, dan 3 adalah : 

a. Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form-

3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara Kredit KUP 

b. Foto copy SIUP/SITU/TDP/Surat Keterangan lainnya dari instansi 

yang berwenang 

c. Foto copy Kartu Register Angsuran Kredit (Form-6) posisi 3 (tiga) 

bulan terakhir sebelum jatuh tempo atau saat klaim diajukan 

d. Tembusan atau foto copy Surat Peringatan I, II, dan III (Form K-7) 

e. Surat keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap untuk nasabah yang dinyatakan pailit. Untuk kredit 

yang dibuat dengan Akta Notaris dan didaftarkan ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia dilengkapi dengan : 

a. Foto copy Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form 

KUMK-3a) untuk kredit dengan plafond di atas 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
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b. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia 

2. Untuk resiko kerugian yang disebabkan oleh butir 4,5, dan 6, selain dari 

dokumen-dokumen yang tersebut pada butir 1a s/d 1e tersebut diatas, juga 

dilengkapi dengan : 

a. Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form-

3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara kredit KUP 

b. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat apabila kendaraan 

terkena musibah, kehilangan atau kecelakaan/kerusakan total 

c. Surat Keterangan dari Instansi terkait apabila nasabah meninggal 

dunia 

 Jika data yang diberikan Kantor Cabang penyelenggara Kredit KUP belum 

dianggap lengkap oleh PT. Askrindo, maka perusahaan asuransi ini memberikan 

kesempatan kepada cabang penyelenggara Kredit KUP untuk melengkapinya 

dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permintaan 

pertama. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak data klaim diterima 

legkap dan memenuhi syarat, PT. Askrindo wajib memberikan persetujuan dan 

melaksanakan pembayaran klaim.  

Tabel 1 : Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi 

No. Pelaksana Langkah Aktivitas 

1. Petugas Fungsional 

Kredit KUP 

1 

 

 

 

 

Mempersiapkan Surat Klaim yang 

dilampiri dengan data  pendukungnya 

dan diserahkan kepada Manajer Cabang 

untuk ditandatagani. 

 

2.  Manajer Cabang 1 Mengirimkan data nasabah menunggak 
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dengan menggunakan form Laporan  

Nasabah Menunggak yang diserahkan 

Petugas Fungsional Kredit KUP setiap 

bulan selambat-lambatnya tanggal 15 

bulan berikutnya. 

Mengajukan tuntutan klaim ke 

PT.Askrindo dengan menggunakan 

Surat Klaim yang telah disiapkan oleh 

Petugas fungsional kredit KUP dengan 

melampirkan : 

a. Untuk kredit macet karena 

sudah jatuh tempo, nasabah 

menunggak 3 (tiga) kali 

angsuran berturut-turut, dan 

nasabah dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan Niaga adalah : 

• Tembusan atau foto 

copy Surat Perjanjian 

Hutang Piutang (Form-

3) yang dilegalisir 

Manajer Cabang 

penyelenggara kredit 

KUP 

• Foto copy 

SIUP/SITU/TDP/Surat 

Keterangan lainnya dari 

instansi yang berwenang 

• Foto copy Kartu 

Register Angsuran 

Kredit KUP (Form-6) 
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posisi 3 bulan terakhir 

sebelum jatuh tempo 

atau saat klaim diajukan 

• Tembusan atau foto 

copy Surat Peringatan 

I,II, dan III (Form-7)  

• Surat Keputusan Badan 

Peradilan yang telah 

mempunyai kekuatan 

hukum tetap untuk 

nasabah yang dinyatakan 

pailit 

• Foto copy Surat 

Perjanjian Jaminan 

fidusia (form-3a) untuk 

kredit dengan plafond  di 

atas Rp.10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) 

b. Untuk kredit macet karena 

terjadinya kecelakaan yang 

dijaminkan mengalami 

kerusakan total minimal 75% 

dari nilai kendaraan, karena 

kendaraan yang dijaminkan 

hilang, dan karena nasabah 

meninggal dunia, adalah : 

• Tembusan atau foto copy 

Surat Perjanjian Hutang 

Piutang (form-3) yang 

dilegalisir manajer Cabang 
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3 

penyelenggara Kredit KUP 

• Surat Keterangan dari 

Kepolisian setempat apabila 

kendaraan terkena musibah, 

kehilangan atau kerusakan 

total. 

• Surat Keterangan dari 

instansi terkait apabila 

nasabah meninggal dunia 

Menerima pembayaran klaim dari PT. 

Askrindo melelui transfer ke rekening 

cabang penyelenggara Kredit KUP. 

3. Petugas 

PT.Askrindo 

1 

 

2 

 

3 

Menerima Surat Klaim dari cabang 

penyelenggara Kredit KUP. 

Mengecek kelengkapan data pendukung 

Surat klaim 

Melakukan pembayaran klaim ke 

cabang penyelenggara Kredit KUP 

melalui transfer ke rekening cabang 

yang bersangkutan 

Sumber : Sistem dan Prosedur Operasional Kredit KUP 

Formulir yang terkait : 
a. Form-3 : Surat Perjanjian Hutang Fidusia 
b. Form-3a : Surat Perjanjian Jaminan Fidusia 
c. Form-6 : Kartu Register Angsuran Kredit KUP 
d. Form-7 : Surat Peringatan I/II/III 
e. LNM  : Laporan Nasabah Menunggak 
f. SK  : Surat Klaim 

 

 Selanjutnya adalah data-data mengenai Pengajuan klaim nasabah kredit 

KUP kepada PT.Askrindo: 
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Tabel 2 : Data Pengajuan Klaim Nasabah Kredit KUP Periode Bulan Juli 

2007 di Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura 

No. Nama Nasabah Pinjaman Jaminan  Jangka Waktu Jumlah Klaim 

1. Rahbini Ama Rp. 6.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.943.200 

2. Moch. Ali Rp. 9.000.000 2 BPKB Motor 24 bulan Rp. 6.647.280 

3. Jami P.Sunarto Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.479.760 

4. Miftahol A. Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.926.232 

5. Moch. Zahri Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.471.616 

6. Sahidi Rp. 6.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 1.797.184 

7. Amal Rosidi Rp. 9.000.000 BPKB Mobil 24 bulan Rp. 7.254.000 

8. M.Hairul Saleh Rp. 9.000.000 BPKB 

motor&mobil 

24 bulan Rp. 7.588.800 

9. Slamet Riadi Rp. 8.000.000 2 BPKB Motor 24 bulan Rp. 7.340.704 

10. Abd. Azis Rp. 15.000.000 BPKB Mobil 24 bulan Rp. 8.506.480 

11. Sri Hidayati Rp. 5.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.157.344 

12. Moh. Fadil H Rp. 7.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.157.600 

13. Ridwanul H. Rp. 7.000.000 2 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.604.256 

14. Sukmo Adji Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.521.528 

15. Bahrudin Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.075.056 

16. Siti Suliha Rp. 3.500.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.341.752 

17. Nurhasan Naja Rp. 5.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.400.064 

18. Moch. Zaid H Rp. 27.000.000 BPKB Mobil 24 bulan Rp. 19.716.000 

Jumlah Rp. 93.018.856 

Sumber : Data Laporan Klaim Nasabah periode bulan Juli 2007 di Pegadaian 
Cabang Branta-Pamekasan, Madura 

 
 Dalam pengajuan klaim tersebut, ada 6 (enam) nasabah yang klaim kreditnya 

ditolak oleh PT. Askrindo. Berikut nama-nama nasabah yang ditolak klaimnya 

beserta alasan penolakan klaim, adalah sebagai berikut : 

1. Mohammad Ali, Bahrudin, Nurhasan Naja, Mohammad Zaid H 
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Nasabah diatas telah lunas, dengan adanya pelunasan tersebut maka 

hak tertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung 

menjadi hapus dengan sendirinya. 

2. Sahidi 

Nasabah tersebut tidak diproses pembayarannya karena pada saat 

diajukan belum timbul hak klaim atau belum macet. 

3. Mohamad Fadil H 

Pada Surat Perjanjian Piutang tidak terdapat tanda tangan istri sebagai 

bukti turut mengetahui atau menyetujui pengajuan kredit. Hal tersebut 

tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 

40/US.2.00/2005 tanggal 1 April 2005 Tentang Pedoman Operasional 

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). 

 Dari jumlah tuntutan pegadaian yang berjumlah Rp. 93.018.856, pihak PT. 

Askrindo hanya menyetujui sebesar Rp. 47.356.394. Besarnya ganti rugi untuk 

setiap nasabah tertanggung ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari 

jumlah kerugian tertanggung maksimum 80% (delapan puluh persen) dari jumlah 

pertanggungan. (Pasal 12 ayat 1 Adendum I Perjanjian Pertanggungan Kredit 

Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian). 

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kerjasama 

Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian walaupun PT. Askrindo telah 

membayar klaim untuk kredit tersebut, namun pegadaian tetap diwajibkan 

mengupayakan pengembalian atau penagihan secara maksimal sampai nasabah 

tersebut melunasi hutangnya.  
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B. Kendala dalam Penyelesaian Kredit KUP Bermasalah Melalui jasa PT. 

Askrindo. 

 B.1. Kendala-kendala Yuridis 

 Dalam melakukan Penyelesaian Kredit KUP yang bermasalah dengan PT. 

Askrindo tidak selalu berjalan dengan lancar namun ada saja hambatan atau 

kendala yang terjadi dalam prakteknya, diantaranya adalah kendala yuridis. Yakni 

kendala yang dikarenakan oleh aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Kredit 

KUP. Dalam hal ini, mengacu pada Adendum I dan II Perjanjian Pertanggungan 

Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian 

terdapat aturan atau Pasal-Pasal yang mengatur jalannya atau proses klaim 

asuransi kredit. 

Diantaranya yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai 

Batalnya Hak Tertanggung Atas Ganti Rugi, yang berbunyi : 

 ” Hak tertangung untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal apabila 
terjadi salah satu dari hal-hal berikut : 
a. Kredit yang ditanggung berdasarkan perjanjian ini, ternyata tidak 

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 
dan pasal 3 perjanjian ini. 

b. Kredit yang diberikan oleh tertanggung kepada nasabah tertanggung 
ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh tertanggung dalam 
deklarasi yang menyangkut nasabah tertanggung yang bersangkutan. 

c. Deklarasi yang dibuat oleh tertanggung sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 7 ayat (2) ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan 
kenyataannya. 

d. Bukti dan keterangan yang dipergunakan tertanggung untuk 
mengajukan klaim kepada penanggung tidak benar atau tidak sesuai 
dengan kenyataannya. 

e. Tertanggung bersama-sama dengan nasabah tertanggung telah 
mengadakan perubahan pada Perjanjian Kredit, tanpa pemberitahuan 
atau mendapat persetujuan secara tertulis kepada atau dari 
penanggung. 

f. Pengajuan Surat Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada 
Pasal 1 perjanjian ini. 
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g. Risiko yang diderita tertanggung tidak memenuhi atau tidak tercakup 
data ketentuan Pasal 5 perjanjian ini. 

h. Tertanggung tidak melaksanakan atau menjalankan kewajibannya 
sesuai Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) perjanjian ini 

i. Nasabah tertanggung ternyata tidak pernah dilaporkan menunggak 
pada periode Laporan Nasabah Menunggak, minimal 1 (satu) bulan 
sebelum timbulnya hak klaim. 

j. Tertanggung melakukan pemindahan hak yang timbul dari perjanjian 
kredit yang ditanggung kepada pihak lainnya, atau tertanggung 
melakukan pemindahan kewajiban tertanggung yang timbul Perjanjian 
Kredit yang ditanggung tanpa persetujuan tertulis dari penanggung. 

k. Hak penggantian kerugian dari tertanggung atas kerugian yang timbul 
atau berasal dari kredit yang diberikan kepada nasabah tertanggung 
yang bersangkutan sebelumnya telah dinyatakan batal atau ditolak oleh 
penanggung. 

l. Tertanggung tidak melengkapi data yang diminta oleh penanggung 
dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal permintaan 
pertama kelengkapan data klaim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat perjanjian ini. 

m. Tertanggung tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 perjanjian ini. 

Dengan hapusnya hak tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
segenap premi dan biaya pertanggungan yang telah dibayar oleh 
tertanggung sepenuhnya menjadi hak penanggung.” 

 

 Melihat pada Pasal 13 ayat 1 ini, terkadang pihak Pegadaian selaku 

tertanggung melakukan hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) 

sehingga membuat batalnya hak mendapatkan ganti rugi. Dari hal tersebut 

Pegadaian harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam berkas klaim asuransi 

supaya mendapatkan ganti rugi dari PT. Askrindo selaku pihak penanggung.  

PT. Askrindo memberikan kesempatan kepada Perum Pegadaian untuk 

melengkapi dan memperbaiki data Surat Klaim dalam waktu paling lama 6 (enam) 

bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim (Pasal 

11 ayat 2).  
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 B.2. Kendala-kendala Non Yuridis 

Kendala-kendala non yuridis yang dialami oleh Pegadaian, seringkali 

diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah : 

1. Faktor Ekstern 

 Faktor ekstern merupakan faktor di luar kendali perusahaan, sehingga sulit 

dikontrol secara seksama. Namun harus diperhitungkan dan dipersiapkan 

kebijakan yang akan diambil, bila sampai terjadi. Faktor dari eksternal 

perusahaan yang bisa menjadikan kendala dalam penyelesaian kredit dengan 

PT. Askrindo adalah : Bencana Alam, Kebijakan Pemerintah, Musibah, Krisis 

Ekonomi, kemudian dari pihak Nasabah, yaitu Nasabah yang pindah tempat 

tinggal. Dengan pindahnya tempat tinggal nasabah, pegadaian mengalami 

kesulitan dalam perbaikan data-data Surat Klaim kepada PT.Askrindo. Juga 

nasabah yang bersikap tidak kooperatif atau berbuat nakal/curang menjadi 

hambatan atau kendala terhadap penyelesaian kredit bermasalah.  

2. Faktor Intern 

a. Self Dealing 

      Adanya vested interest (kepentingan pribadi) dari petugas sehingga 

keputusannya tidak objektif, tetapi sudah bersifat subyektif. Akibatnya 

permohonan kredit yang sebenarnya dianggap tidak feasible tetap 

dianggap layak, sehingga beresiko penolakan klaim asuransi oleh PT. 

Askrindo. 

 

 



 86

b. Non Existance of Sound Lending Police 

      Pemberi kredit belum memiliki pedoman atau perencanaan kredit yang 

sehat sehingga kebijakan-kebijakan dalam pemberian kredit tidak melalui 

perhitungan yang matang. 

c.   Incomplete Credit Information 

     Pemberi kredit tidak memiliki sistem manajemen kredit yang akurat 

baik pada saat memproses atau menganalisis permohonan kredit maupun 

kemampuan dalam menggali informasi yang menyangkut kegiatan calon 

nasabah, cek fisik barang jaminan, karena bisa saja kendaraan bermotor 

yang dijadikan barang jaminan adalah barang curian, atau kurang dalam 

analisa kreditnya (5 C), bahkan terkadang pemberian kredit tidak melalui 

survey. 

d.   Failure to Obtain or Enforce liquidation agreement 

     Ketidakmampuan pemberi kredit untuk mengambil tindakan sesuai isi 

perjanjian kredit (Adendum I dan II). 

e.   Technical Incompetency 

     Kurangnya kemampuan teknis pengelola kredit dalam menganalisis 

permohonan kredit sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Hal ini 

mungkin saja terjadi apabila si pengelola kredit tidak mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan yang cukup dibidang perkreditan atau bisa juga 

karena si pengelola kredit bukan merupakan orang yang tepat (the right 

man on the right place). 
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f.   Poor Selection of Risk 

     Pemberi kredit kurang mampu mengidentifikasikan dan menyeleksi 

resiko yang terkandung dalam usaha yang diberi kredit. 

g.   Overfinancing atau Underfinancing 

      Ketidakmampuan pengelola kredit untuk menyalurkan kredit sesuai 

dengan kebutuhan nasabah baik ditinjau dari jumlah maupun waktunya 

(bisa terlalu cepat atau terlalu lambat). Implikasinya, kalau kredit 

diberikan underfinancing maka usaha nasabah dapat tersendat-sendat dan 

dapat berakibat pada penurunan hasil prestasi sehingga pada akhirnya 

kredit bisa bermasalah. Sedangkan pada akhirnya kredit bisa bermasalah. 

Sedangkan dalam keadaan overfinancing, nasabah dapat menyalahgunakan 

penggunaannya. Begitu pula halnya dengan waktu pencairan kredit. 

sebaliknya jika penyaluran kredit terlambat dilakukan usaha nasabah 

menjadi terganggu dan nantinya juga bisa menganggu pengembalian 

kredit. 

h.   Lack of Supervising 

      Pemberian kredit pada awalnya benar kemudian bermasalah karena 

pemberi kredit kurang melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit 

dan aktivitas usaha nasabah yang bersangkutan. 
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C. Upaya PERUM Pegadaian dalam mengatasi  penyelesaian kredit KUP 

yang    bermasalah melalui jasa PT. Askrindo. 

 Terkait dengan kewajiban tertanggung (Pasal 15 ayat 3 Adendum I 

Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo 

dengan PERUM Pegadaian), yaitu tertanggung wajib melaksanakan tindakan dan 

usaha untuk memperoleh pelunasan kredit dari nasabah tertanggung dengan 

peringatan penagihan dan tindakan penyelesaian kredit diantaranya adalah : 

 C.1. Upaya preventif  

 Dari pihak Pegadaian sebelum mengajukan klaim asuransi kredit ke PT. 

Askrindo adalah melakukan Somasi (peringatan) kepada nasabah. Apabila 

nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut 

atau tidak melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka terhadap barang jaminan 

dapat dilakukan penyitaan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang 

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setelah diberikan somasi sebanyak 3 

(tiga) kali dan lewat 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat peringatan ke III, atau 

28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo cicilan terakhir. 

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari barang jaminan 

diupayakan sudah dapat berada dalam penguasaan Pegadaian cabang 

penyelenggara kredit KUP.Sebelum dilaksanakan penyitaan, Manajer Cabang 

harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 

(tiga) kali, yaitu : 
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a. Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari seteah tanggal jatuh tempo ciciloa 

terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan 

cicilan. 

b. Surat peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I. 

c. Surat peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II. 

 Isi surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, 

juga berisi pemberitahuan tentang dilakukannya upaya penyitaan dan pasal 

eksekusi terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk 

nasabah dam lembar kedua sebagai arsip cabang yang disimpan dalam map kredit 

nasabah yang bersangkutan.  

 Selain melakukan somasi, hal yang paling penting dalam upaya preventif 

ini adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Petugas Fungsional Kredit 

KUP, diantaranya adalah : 

a. Menerapkan langkah-langkah analisa kredit yang baik dan sesuai 

prosedur; 

b. Pembuatan rancangan produk yang mantap; 

c. Sistem dan prosedur kerja yang ”auditable” dan ”accountable”; 

d. Seleksi nasabah yang ketat; 

e. Tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi setelah realisasi kredit. 

 Dan juga terdapat upaya-upaya yang bersifat kuratif yaitu dengan jalan 

mengelola tunggakan kredit (kredit yang tidak tertagih sampai dengan jatuh 

tempo, sebagai berikut : 

a. Menciptakan budaya perusahaan : 
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1. Yang tidak memberikan toleransi atas terjadinya tunggakan 

2. Bersikap proaktif 

3. Melakukan aksi penagihan sesegera mungkin 

4. membangun kesadaran setiap karyawan peduli terhadap tunggakan 

b. Berorientasi pada nasabah 

1. Menyampaikan ”budaya tanpa toleransi” kepada nasabah 

2. mendidik nasabah untuk taat terhadap kewajiban membayar 

angsuran 

3. Menjelaskan kepada nasabah tentang sanksi yang akan 

diberlakukan apabila menunggak kredit 

c. Menerapkan sistem insentif 

1. Memberikan insentif kepada pelaksana yang berhasil tanpa 

tunggakan baik berupa uang maupun bentuk penghargaan lainnya 

2. Memberikan reward pada nasabah yang tanpa menunggak, baik 

dalam bentuk kemudahan prosedur pada fase berikutnya, maupun 

bentuk-bentuk undian 

d. Menetapkan sanksi 

1. Membuat mekanisme sanksi yang diberlakukan kepada nasabah 

penunggak kredit, baik berupa pinalti/denda/eksekusi agunan 

maupun pembatasan akses kredit berikutnya. 

2. memberikan sanksi kepada petugas yang lalai atau sengaja 

mengabaikan prosedur dan atau berbuat curang dalam operasional 

kredit KUP 
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   C.2. Upaya Sita Barang Jaminan 

 Dilakukan jika nasabah tidak memperdulikan somasi atau Surat peringatan 

I, II, dan III. Adapun prosedur atau pelaksanaan Sita barang jaminan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3 : Prosedur Penyitaan Barang Jaminan 

No Pelaksana Langkah Aktivitas 

1. Petugas Fungsional 

kredit KUP 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengirimkan Surat Peringatan (I/II/III) 

kepada nasabah yang wanprestasi dan 

melaporkan hasilnya kepada Manajer 

Cabang. 

Bersama Manajer Cabang mendatangi 

domisili nasabah untuk pengambilan 

barang jaminan, jika : 

a. Barang jaminan di tempat dan 

nasabah mau menyerahkannya : 

• mencocokkan fisik Barang 

jaminan dengan form-3a dan 

Form-2; 

• Melakukan pengambilan 

barang jaminan dengan 

mengisi Form-9b; 

• Membawa barang jaminan 

ke kantor cabang dan 

menyimpannya di gudang 

untuk dilelang; 

• Mencatatnya dalam Buku 

Register barang jaminan 

kredit KUP yang akan 
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3 

dilelang (Form-11a) 

b. Nasabah tidak mau 

menyerahkan barang jaminan : 

• Meminta bantuan pihak 

berwenang dengan Form-9a; 

• Langkah berikutnya sama 

dengan langkah pada huruf 

a. 

Mempersiapkan pelaksanaan lelang 

barang jaminan sesuai prosedur yang 

berlaku. 

2. Manajer Cabang 1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Bersama Petugas Fungsional Kredit 

KUP mendatangi domisili nasabah 

dengan membawa form-2, Form-3a, dan 

Form-9b. 

Melakukan pengambilan barang 

jaminan tanpa/dengan bantuan petugas 

dari pihak berwenang. 

Melaksanakan lelang barang jaminan. 

Sumber : Sistem dan Prosedur Operasional Kredit KUP 

Formulir yang terkait : 

a. F-2 : Formulir Pemeriksaan dan Analisa Kelayakan Usaha Serta  
   Taksiran Barang jaminan 

b. F-3a : Surat Perjanjian Jaminan Fidusia 
c. F-7 : Surat Peringatan I/II/III 
d. F-9a : Surat Permohonan Mendampingi Penyitaan Barang Jaminan   

   Kredit KUP 
e. F-9b : Berita Acara Pengambilan Barang Jaminan 
f. F-11a : Buku Register Kredit KUP yang akan dilelang 
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 C.3. Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian 

Kredit 

 Dilakukan berdasarkan Pasal 16 Adendum I Perjanjian Pertanggungan 

Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian, 

yang berbunyi : 

1) Dalam hal penanggung telah melaksanakan pembayaran klaim atas kredit 
yang dipertanggungkan menurut ketentuan  sebagaimana ditetapkan dalam 
perjanjian ini. Penanggung menggantikan tertanggung atas bagian hasil 
yang diperolehnya terhadap nasabah tertanggung. 

2) Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) 
Pasal ini maka dalam pelaksanaannya tertanggung bersama-sama dengan 
penanggung melakukan upaya-upaya pencairan jaminan kredit sebagai 
hasil penyelesaian kredit (recovery). 

3) Hasil pencairan barang jaminan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 
ini akan dibagi untuk tertanggung dan penanggung secara proposional 
menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung 
pada saat timbulnya hak tertanggung untuk mengajukan klaim dan 
penggantian kerugian yang telah dibayar oleh penanggung. 

4) Setoran yang merupakan hasil penyelesaian kredit (recovery) dan nasabah 
tertanggung kepada tertanggung sebagaimana tersebut pada Pasal ini, 
wajib dilimpahkan dan telah masuk ke rekening penanggung dari batas 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya. 

 
 Apabila dikemudian terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara 

Perum Pegadaian dan PT. Askrindo mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat, maka kedua belah pihak 

sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan perbedaan pendapat itu secara 

musyawarah yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Apabila perbedaan 

pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka semua 

sengketa yang timbul dari perjanjian yang dibuat, akan diselesaikan dan 

diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional  (BANI) menurut peraturan-peraturan 
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administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya final 

dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. 

 Adapun secara umum pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat 

digolongkan ke dalam :25 

1. Berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses 

Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut, pranata Alternatif Penyelesaian 

dibedakan ke dalam : 

a. Mediasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif di 

mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu 

proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak 

berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih 

lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam 

mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari 

para pihak yang bersengketa. Perantaraan yang demikian 

kadangkala memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang 

bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena berbagai 

faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena 

kedua belah pihak ”intentionally”memang tidak mau bertemu satu 

dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, jika 

memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil 

akhir pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk 

mediasi ini tunduk sepenuhya pada kesepakatan para pihak. 

                                                 
25 Gunawan Widjaja, 2002,  Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hal 2.  
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b. Konsiliasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif 

yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak 

ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaiakan sengketa adalah 

seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan 

kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, 

berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk 

persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana 

cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi 

para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki 

hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara 

terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam 

sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam 

sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal inipun 

sebenarnya konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam 

hal inipun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang akan 

diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir 

dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para 

pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan 

di antara mereka. 

c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk Penyelesaian Sengketa 

Alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau 

lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter. Disini seorang 

arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya seorang hakim. 
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Ia, dalam hal arbiter tunggal, maupun majelis arbitrase 

berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan 

kepadanya secara profesional, tanpa memihak, menurut 

kesepakatan yang telah tercapai di antara para pihak yang 

bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak lain. 

Arbiter haruslah independen dalam segala hal. 

2. Berdasarkan pada sifat putusan yang diberikan dalam proses Penyelesaian 

Sengketa Alternatif tersebut : 

a. Mediasi; 

b. Konsiliasi; 

c. Arbitrase. 

3. Berdasarkan sifat kelembagaannya : 

a. Lembaga ad hoc, yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu 

sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanen, dan akan 

bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk 

dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi 

maupun arbitrase, telah diselesaikan atau dalam hal lain yang 

dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator, 

konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga 

ad hoc ini seringkali ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak 

tertutup kemungkinan bahwa untuk proses kosiliasi maupun arbitrasi 

dipergunakan juga di lembaga ad hoc ini. 
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b. Institusi Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sesuai dengan namanya 

lembaga ini adalah suatu institusi permanen, yang memiliki aturan 

main yang telah baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi 

ini untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah 

tunduk sepenuhnya pada aturan main yang ditetapkan, kecuali 

ditentukan sebaliknya. Di Indonesia, institusi ini antara lain adalah 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

 Alasan melakukan proses nonlitigasi ini adalah karena dalam penyelesaian 

litigasi (jalur pengadilan) memerlukan banyaknya biaya yang dikeluarkan padahal 

perusahaan menganggap bahwa nilai kredit tidak terlalu besar. Padahal dalam 

dunia bisnis diperlukan modal yang cukup dan waktu yang efisien untuk 

digunakan dalam menggaet konsumen sebanyak-banyaknya. Selain itu 

penyelesaian melalui pengadilan dapat memperburuk citra perusahaan di mata 

mitra kerja dan pelaku bisnis lainnya. 

 Belum lagi apabila melalui pengadilan, segala putusan dan pelaksanaan 

eksekusinya memakan waktu yang tidak sebentar juga masih harus melalui 

tahapan-tahapan yang cukup berbelit. Melalui mekanisme nonlitigasi diharapkan 

sengketa akan segera teratasi dan para pihak mendapatkan haknya. 

 

 

 

 

 



 98

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab IV, 

berikutnya dapat diambil kesimpulan yaitu : 

Dalam melakukan Penyelesaian Kredit KUP yang bermasalah dengan PT. 

Askrindo tidak selalu berjalan dengan lancar namun ada saja hambatan atau 

kendala yang terjadi dalam prakteknya, diantaranya adalah : 

1. Kendala yuridis.  

Yakni kendala yang dikarenakan oleh aturan-aturan yang mengatur 

pelaksanaan Kredit KUP. Dalam hal ini, mengacu pada Adendum I dan II 

Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT 

Askrindo dengan PERUM Pegadaian terdapat aturan atau Pasal-Pasal yang 

mengatur jalannya atau proses klaim asuransi kredit. Diantaranya yang 

tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai Batalnya Hak 

Tertanggung Atas Ganti Rugi. 

2. Kendala non yuridis. Kendala-kendala non yuridis yang dialami oleh 

Pegadaian, seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya 

adalah : 

a. Faktor Ekstern 

b. Faktor Intern, diantaranya yaitu : 

1) Self Dealing 



 99

2) Non Existance of Sound Lending Police 

3) Incomplete Credit Information 

4) Failure to Obtain or Enforce liquidation agreement 

5) Technical Incompetency 

6) Poor Selection of Risk 

7) Overfinancing atau Underfinancing 

8) Lack of Supervising 

 Adapun upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi  penyelesaian kredit 

KUP  yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo adalah : 

1. Upaya preventif 

2. Upaya Sita Barang Jaminan 

3. Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit 

 

B. Saran 

Dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka penulis ingin 

memberikan beberapa saran atau rekomendasi atas permasalahan yang menjadi 

kendala bagi para pihak dalam melaksanakan penyelesaian Kredit KUP yang 

bermasalah melalui jasa PT. Askrindo ini adalah :  

1. Bagi  Petugas Fungsional Kredit KUP 

Dalam menangani penyelesaian kredit KUP yang bermasalah, hendaknya 

Petugas Fungsional Kredit KUP memiliki faktor-fektor penentu yang 

diantaranya adalah : 

a. Memahami bisnis nasabah 
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b. pendekatan dan komunikasi yang baik 

c. Memiliki wawasan yang luas 

d. Mempunyai kemauan dan keuletan 

e. Memiliki ketrampilan dalam melakukan analisa 

f. Memahami maksud dan tujuan analisa 

g. Mengidentifikasikan risiko nasabah 

h. Peka terhadap perkembangan 

i. Menetapkan asumsi yang relitas 

j. Menguasai dan memahami penggunaan formulir 

 Jika Petugas Fungsional Kredit KUP memiliki faktor-faktor penentu 

tersebut, maka diharapkan akan meminimalisir kredit KUP atau kredit-

kredit lainnya yang bermasalah atau macet, sehingga mengurangi klaim 

asuransi kepada PT. Askrindo. Maka segala macam kegiatan perkreditan 

di Perum Pegadaian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan 

slogan atau motto perusahaan, yaitu ”Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. 

2.   Bagi Nasabah 

a. Mentaati perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak pegadaian 

b. Tidak melakukan wanpretasi, supaya tidak terjadi kredit bermasalah 

atau macet. 
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